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Tujuan dari penulisan artikel “Implemetasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang 
Baik Pada Produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia” adalah untuk memaparkan 
hasil penelitian tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik 
pada produk-produk hukum daerah yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan 
publik perizinan investasi terutama di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di 
Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum 
dengan pendekatan perundang-undangan, yuridis filosofis, dan yuridis sosiologis. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara dan 
observasi. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum 
mapun bahan-bahan non hukum yang relevan dengan hal-hal yang diteliti yang 
terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan pusat 
maupun produk-produk hukum daerah yang berupa peraturan, keputusan, 
peraturan kebijakan, dan bahan hukum sekunder. Wawancara dilakukan dengan 
para pejabat pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, 
Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. 
Observasi dilakukan untuk melihat implementasi asas-asas umum pemerintahan 
yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di 
wilayah penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum daerah Kabupaten Sleman 
tidak banyak yang merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik secara eksplisit dan belum menguraikan secara rinci asas-
asas tersebut dalam ketentuan pasal-pasalnya. Produk hukum Kota Yogyakarta 
terutama yang berbentuk peraturan daerah sudah merumuskan dan 
mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara eksplisit 
maupun implisit dan rinci ke dalam pasal-pasalnya. Produk hukum Kabupaten 
Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak yang 
mengiplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan 
menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasalnya, walaupun jumlah 
produk hukumnya belum sebanyak Kabupaten Sleman dan Kota Yogya. Hal ini 
mempengaruhi implementasi asas-asas umum pemerintahan tersebut dalam 
pelaksanaan kebijakan layanan perizinan didaerah Kabupaten/Kota di wilayahnya. 
Hasil penelitian juga menunjukkan walaupun pada dasarnya pelaksaan asas-asas 
umum pemerintahan dalam kebijakan layanan perizinan investasi di wilayah 
penelitian sudah dilakukan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa asas-
asas umum pemerintahan yang belum dilaksanakan dengan baik. 
Key Word: Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), 
Produk Hukum Daerah, Layanan Perizinan Investasi, Daerah 







Produk-produk hukum yang mengatur kebijakan publik perizinan investasi 
di daerah diperlukan untuk menata agar investasi yang berada di daerah tidak 
mengakibatkan kerugian bagi masyarakat seperti terjadinya pencemaran 
lingkungan fisik, sosial dan kerusakan-kerusakan lingkungan lainnya. Untuk 
mengatur bidang perizinan investasi di daerah, termasuk kebijakan layanan 
perizinan investasi perlu dirumuskan produk-produk hukum daerah yang di 
dalammnya mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal 
ini perlu dilakukan untuk mengurangi  praktek-praktek korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (KKN) di daerah dan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya yang 
dilakukan oleh alat administrasi negara di daerah, karena daerah kabupaten/kota di 
Indonesia pada saat ini merupakan ujung tombak pelayanan pada masyarakat.  
Asas-asas umum pemerintahan yang baik diperlukan sebagai pedoman dan 
arahan bagi alat administrasi negara di daerah dalam mengeluarkan perizinan 
investasi yang dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang baik, seperti 
pengaturan dalam Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Izin Gangguan 
(HO), Izin Mendirikan Bangunan, dan izin-izin lainnya. Apabila pengaturan 
dalam bentuk produk-produk hukum daerah seperti peraturan daerah, peraturan 
bupati/walikota, surat keputusan bupati/walikota dan peraturan kebijaksanaan 
daerah di bidang perizinan investasi itu tidak dilakukan dengan hati-hati dan 
bijaksana maka akan dapat merugikan bagi masyarakat yang terkena dampak 
akibat pemberian izin usaha yang tidak dilakukan dengan bijaksana dan 
mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.  Oleh karena itu 
kewenangan pengaturan kebijakan perizinan investasi di daerah juga harus 
memperhatikan asas-asas tersebut, mengingat bahwa perizinan merupakan 
instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan kegiatan di 
daerah supaya tidak merugikan masyarakat akibat dari rusaknya lingkungan 
sebagai dampak dari adanya kegiatan investasi di daerah. 
Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang 
dilakukan oleh pemeritah maka pelayanan harus sesuai dengan harapan dan 
tuntutan seluruh masyarakat dengan mengindahkan prinsip-prinsip good 
governance dan clean government. Prinsip-pinsip tersebut di tuangkan  dalam 
berbagai peraturan perundangan, di antaranya dalam ketentuan Pasal 3 UU No 28 
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Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN 
mengenai asas umum penyelenggaraan negara, ketentuan Pasal 20 UU No 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengenai asas penyelenggaraan 
pemerintahan, dan dalam ketentuan Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik yang mengatur asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik. Bahkan secara formal pada tahun 2014 dituangkan dalam ketentuan Pasal 
10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. 
Kajian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 
dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum 
pemerintahan serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara 
termasuk penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik di kabupaten/kota di Indonesia. Tulisan ini dibatasi pada pokok 
permasalahan ”Bagaimana implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik 
pada produk-produk hukum kebijakan publik pelayanan perizinan investasi 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”. Tujuan dari tulisan ini adalah 
untuk memberikan gambaran tentang kajian dan analisis terhadap implementasi 
asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum kebijakan 
publik pelayanan perizinan investasi Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota di 
Indonesia, terutama implementasi pada kebijakan publik layanan perizinan 
investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Kajian Literatur 
a. Penelitian-Penelitian terkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan 
Yang Baik 
Di dalam literatur Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di 
Indonesia pembahasan dan penelitian-penelitian tentang asas-asas umum 
pemerintahan yang baik sudah banyak dilakukan,  namun demikian belum banyak 
yang membahas dalam kaitannya dengan kebijakan publik pelayanan perizinan 
investasi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia utamanya di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Penelitian SF Marbun (2001)  “Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan 
Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di 
Indonesia” membahas tentang terbentuknya asas-asas umum pemerintahan yang 
layak dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan Pemerintah Daerah 
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Istimewa Yogyakarta. Sementara Ana Erliyana (2004) menganalisis Keputusan 
Presiden Republik Indonesia dari tahun 1987 sampai dengan 1998. Penelitian 
tersebut secara khusus mengupas tentang pelanggaran terhadap asas-asas umum 
pemerintahan yang baik terutama asas larangan melampaui wewenang dalam 
Keputusan Presiden yang terbit pada masa pemerintahan Presiden Soeharto 
periode 1987-1998. Sedangkan Yuliandri (2007) meneliti “Asas-asas 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam rangka 
Pembuatan Undang-undang Berkelanjutan”. Penelitian tersebut mengetengahkan 
asas-asas umum pembentukan perundang-undangan yang baik di Indonesia yang 
terdiri asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat material.  
Lis Febrianda dalam desertasinya (2009) meneliti “Rekonstruksi Regulasi 
Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Birokrasi Pemerintahan 
dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” yang memfokuskan diri pada 
pelayanan pubik bidang Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Padang. Dalam 
penelitian ini ditemukan fakta bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan 
kependudukan dan pencatatan sipil belum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan 
publik yang baik, dan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Catatan Sipil 
belum memuat tentang asas-asas umum pemerintahan yang layak. Desertasi 
Ridwan (2013) “Diskresi dan Tanggungjawab Pejabat dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan di Indonesia” mengkaji tentang diskresi yang melekat pada organ 
pemerintah harus memperhatikan norma pemerintahan (bestuursnorm) dan norma 
perilaku (gedragsnorm). Desertasi ini juga mengungkapkan bahwa penggunaan 
diskresi dapat diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas 
legalitas tidak memadai. Dalam kajian penelitian Ridwan ditemukan bahwa 
penggunaan diskresi di Indonesia yang dituangkan dalam bentuk peraturan 
kebijakan ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan 
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.  
b. Pentingnya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan 
Publik Di Indonesia 
Awalnya asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian dari 
Hukum Administrasi Negara tidak tertulis di Indonesia. Setelah runtuhnya era 
orde baru asas-asas tersebut banyak yang dituangkan dan diimplementasikan 
dalam berbagai peraturan perundangan atau Hukum Administrasi Negara tertulis. 
Konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik pada awalnya berisikan 
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pedoman yang harus digunakan oleh alat administrasi negara dalam melaksanakan 
tugasnya dan juga harus digunakan oleh hakim tata usaha negara untuk menguji 
keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat administrasi negara yang 
disengketakan melalui pengadilan1. Perkembangan selanjutnya konsep asas-asas 
umum pemerintahan yang baik tidak hanya diberlakukan untuk badan-badan atau 
lembaga-lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sebagai 
pelayan publik di negara-negara yang menganut paham welfare state dan lembaga 
yudikatif untuk menilai apakah tindakan-tindakan badan-badan pemerintahan 
tersebut sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.  
Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipakai sebagai alat untuk 
proses (mengajukan)  banding bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah 
untuk yang dianggap merugikan dirinya. Asas-asas ini juga dapat dipakai oleh 
pengadilan untuk menilai tindakan pemerintah. Di samping itu asas-asas umum 
pemerintahan yang baik juga termasuk di dalam prinsip-prinsip hukum umum. 
Asas-asas umum pemerintahan ini juga merupakan salah satu patokan yang bisa 
dipakai untuk menilai apakah asas freies Ermessen (kebebasan bertindak) yang 
dipunyai alat administrasi negara sudah dilaksakan dengan baik. Selain itu, 
semestinya asas-asas ini juga diberlakukan untuk cabang-cabang kekuasaan 
lainnya seperti pembentuk undang-undang (legislatif) dan kekuasaan penegakan 
hukum (yudicatif) dan di Indonesia malahan diberlakukan juga untuk instansi-
instansi selain instansi pemerintah bahkan dalam Undang-Undang Pelayanan 
Publik diberlakukan untuk korporasi-korporasi yang menyelenggarakan pelayanan 
publik.  
Henk Addink2 juga menyatakan banwa tata pemerintahan yang baik bisa 
dianggap sebagai salah satu dari satu tiga dasar landasan negara modern, di mana 
perkembangan masing-masing landasan tersebut di mulai dari sejarah yang 
berbeda dan hal ini seringkali dikaitakan dengan perkemangan negara dan 
ketiganya saat ini masih mengalami perkembangan. Ketiga landasan tersebut 
adalah penegakan hukum, demokrasi, dan tata pemerintahan yang baik. Tata 
pemerintahan yang baik merupakan kepatutan dari penguasa negara secara 
transparans dan partisipatif, bahkan lebih dari itu. Pada hakekatnya pemerintahan 
1 Henk Addink, Gordon Anthony, Antoine Buyse & Cees Flinterman, et.al, Sourcebook 




                                                          
yang baik ini berkenaan dengan pemenuhan tiga tugas dasar pemerintahan, yaitu 
untuk menjamin keamanan seseorang dan masyarakat, mengatur kerangka kerja 
yang efektif dan bertanggungjawab untuk sektor publik, dan mendukung tujuan 
ekonomi dan sosial negara sesuai harapan-harapan penduduk3. Di samping itu 
asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah merupakan asas-asas/prinsip-
prinsip hukum dan merupakan asas-asas/prinsip-prinsip kebijakan. Diadakan 
pembedaan karena mempunyai akibat dari sisi hukum tetapi relevan juga dalam 
efek kebijakan.  
Pada perkembangan selanjutnya, tahun 2014 pemerintah mengeluarkan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang 
secara formal mengakui keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
Mengenai pengertian asas-asas umum pemenrintahan yang baik, undang-undang 
tersebut menyatakan bahwa: Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang 
adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat 
pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan 
Untuk itu dapat dikemukakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang 
baik sebetulnya merupakan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dan juga 
merupakan prinsip-prinsip sebuah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. 
Baik itu kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah, 
termasuk kebijakan publik layanan perizinan investasi harus mengindahkan 
ketentuan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun asas-asas 
umum pemerintahan yang baik yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang 
Pelayanan Publik yakni, asas: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan 
hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan 
perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan 
khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, serta 
keterjangkauan. Sedangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang 
dituangkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang administrasi 
Pemerintahan yakni asas: kepastian hukum, kemanfaatan; ketidakberpihakan; 





                                                          
umum; dan pelayanan yang baik. Sedangkan asas-asas umum lainnya di luar yang 
telah ditentukan Pasal 10 ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar 
penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap. 
3. Metode Penelitian 
a. Jenis Penelitian dan Tempat Penelitian 
  Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum  dengan pendekatan 
perundang-undangan, yuridis filosofis, dan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan 
di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
b. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah adalah implementasi asas-asas umum 
pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum daerah yang menjadi dasar 
dan sarana bagi administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 
selaku pelayan publik di bidang perizinan investasi. Sedangkan subjek penelitian 
adalah pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang menjadi wilayah 
penelitian. Subjek penelitian lainnya adalah pengguna layanan perizinan investasi 
di wilayah penelitian masing-masing sejumlah 30 pengguna layanan yang 
ditentukan secara acak. 
c. Sumber Bahan Penelitian 
Bahan penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder dan bahan non 
hukum yang relevan dengan hal-hal yang diteliti. Bahan hukum primer berupa 
peraturan perundang-undangan maupun keputusan/ketetapan administrasi negara 
baik yang berasal dari wilayah penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari 
buku-buku, desertasi, jurnal-jurnal dan bahan-bahan lainnya yang memberikan 
petunjuk dan inspirasi dalam penelitian ini. Bahan non hukum adalah tulisan-
tulisan yang berkaitan dengan pelayanan publik bidang perizinan investasi di 
Indonesia. 
d. Langkah-langkah Penelitian & Teknik Pengumpulan Data  
Langkah-langkah penelitian dan teknik pengumpulan data dilaksanakan 
dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik dari buku-buku, desertasi-desertasi, jurnal-jurnal yang 
relevan dan produk-produk hukum dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
yang terkait dengan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi; wawancara 
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dengan pejabat-pejabat terkait di wilayah penelitian untuk mengetahui bagaimana 
pembuatan produk hukum yang dipakai sebagai kebijakan perizinan investasi dan 
wawancara dengan para pengguna layanan perizinan investasi di wilayah 
penelitian; observasi untuk melihat implementasi asas-asas umum pemerintahan 
yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di 
lapangan. 
4. Hasil dan Pembahasan 
a. Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam 
Produk Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia 
Setelah dicermati, dikaji, dan dianalisis isi dari beberapa contoh produk 
hukum daerah yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan 
Bupati/Kota, dan Surat Keputusan Bupati/Kota  di wilayah penelitian yakni 
Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo Daerah 
Istimewa Yogyakarta didapatkan hasil penelitian sebagai berikut: 
1) Belum semua produk hukum daerah di wilayah penelitian 
mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan cara 
merumuskan asas-asas tersebut secara eksplisit dalam produk-produk hukum 
daerah tersebut.  
2) Produk hukum daerah yang sudah mengimplementasikan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik berbentuk peraturan daerah, namun demikian masih 
banyak peraturan daerah yang belum merumuskan asas-asas umum 
pemerintahan tersebut secara eksplisit dan belum menguraikannya secara rinci 
dalam ketentuan pasal-pasalnya. 
3) Produk hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman baik yang berupa 
peraturan daerah, peraturan bupati, dan surat keputusan bupati belum banyak 
yang menguraikan secara eksplisit asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
4) Produk hukum Kota Yogyakarta yang berupa peraturan daerah sudah banyak 
yang mengimplementasikan secara eksplisit dan menguraikan secara rinci 
asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
5) Produk hukum Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit 
sudah banyak yang mengimplementasikan asas-asas umum pemeritahan yang 
baik, namun produk hukum yang dikeluarkan belum sebanyak Kabupaten 
sleman dan Kota Yogyakarta.   
Apabila diperbandingan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang 
baik pada produk-produk hukum pemerintah daerah di wilayah penelitian 
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didapatkan diskripsi hasil analisis dan kajian sebagaimana terlihat dalam tabel 
berikut. 
Tabel 1 
Karakteristik Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 
Pada Produk Hukum Kebijakan Publik Layanan Perizinan Investasi  




Hukum Daerah  
Karakter Rumusan dan 
Implemenasi AUPB Pada Produk-
Produk Hukum Kebijakan Publik 







Belum banyak dari produk-produk 
hukum daerah tersebut yang 
menguraikan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik secara 









Secara eksplisit Peraturan Daerah 
Kota Yogyakarta sudah banyak yang 
merumuskan dan menguraikan secara 
rinci implementasi asas-asas umum 
pemerintahan yang baik, untuk Produk 
Hukum yang berupa Peraturan, 
sedangkan untuk Peraturan Walikota 










Secara eksplisit dan implisit sudah 
banyak yang mengimplementasikan 
asas-asas umum pemerintahan yang 
baik pada produk-produk hukum 
daerah 
Sumber: Berbagai Produk Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta 
Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk 
hukum daerah juga berpengaruh pada implementasi dalam pelaksanaan kebijakan 
layanan perijinan investasi di lapangan. Namun demikian pelaksanaan ini, juga 
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keuangan daerah, perkembangan wilayah 
dan juga faktor kemajuan pembangunan wilayah. 
b. Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam 
Pelaksanaan Kebijakan Publik Layanan Perizinan Investasi  
1. Implementasi Di Kabupaten Sleman 
Layanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman dilakukan oleh Badan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Secara fisik tempat layanan 
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telah memberikan sarana/fasilitas khusus bagi kelompok rentan dan defabel, 
belum sebagus dan sebaik Kota Yogyakarta. Petugas layanan dengan ramah 
melayani pengguna layanan, ada layar sentuh antrian walaupun seringkali tidak 
berfungsi. Hal ini menunjukkan sudah dilaksanakannya asas kepentingan umum 
dan asas profesionalitas. Loket pelayanan terlihat rapi dan nyaman yang 
memperlihatkan telah dilaksanakannya asas keamanan dan kenyamanan dalam 
memperoleh layanan. Ruang tunggu cukup representatif yang berada di depan 
loket pelayanan, namun belum ada ruangan yang merupakan fasilitas khusus bagi 
ibu menyusui. Pernyataan dari para pengguna layanan perizinan investasi di 
kabupaten Sleman dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut.  
Pernyataan mengenai pelaksanaan asas fasilitas khusus bagi kelompok 
rentan dapat dilihat dalam tabel berikut. 
Tabel 2 
Pelaksanaan Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok 
Rentan Di Kabupaten Sleman 
No Pelaksanaan asas Fasilitas Khusus 
Bagi Kelompok Rentan  
Jumlah Prosentase 
(%) 
1 Cukup mengindahkan kelompok rentan 9 30 
2 Kurang mengindahkan kelompok rentan 21 70 
Jumlah 30 100 
Sumber: Dokumen Penelitian 
Berdasarkan pengamatan jumlah para pengguna/pemohon layanan 
perizinan di Kabupaten Sleman setiap harinya lebih banyak bila dibandingkan 
dengan pengguna layanan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo4. Hal 
ini dapat dipahami karena jumlah jenis-jenis perizinan investasi yang ada di 
Kabupaten Sleman cukup banyak, yakni ada 77 jenis perizinan.  
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 
Sleman hanya bertindak selaku front office dan back office, penyelesaian perizinan 
masih dilakukan oleh instansi terkait. Kantor ini menyediakan maklumat-
maklumat yang berisi tentang petunjuk pelayanan, proses untuk memperoleh 
layanan perizinan, dan maklumat-maklumat lain yang memperlihatkan adanya 
fasilitas-fasilitas untuk memperoleh kemudahan dan kejelasan dalam proses 
pelayanan, beserta fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjukkan bahwa asas 
4 Berdasarkan keterangan dari Kasi Perizinan Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Sleman BPMPT Kabupaten Sleman 
rata-rata tiap hari lebih kurang seratus (100) orang minimal 60 orang pengguna layanan 
megurus perizinan. Keterangan diberikan pada tanggal 24 September 2013 sewaktu masih 
bernama Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman. 
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profesionalitas telah dilaksanakan, walaupun pelaksanaa asas tersebut belum 
maksimal, terlihat bahwa asas keterbukaan dari sisi kejelasan prosedur 
pengurusan perizinan investasi juga sudah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari 
pernyataan para pengguna layanan yang dipaparkan dalam tabel berikut. 
Tabel 3 
Pelaksanaan Asas Keterbukaan Di Kabupaten Sleman Dari Sisi Kejelasan 
Prosedur Pengurusan Perizinan  




1 Sangat jelas dan transparan 2   6,66 
2 Cukup jelas dan transparan 21 70 
3 Kurang jelas dan kurang trasparan 6 20 
4 Tidak jelas dan tidak transparan 1 3,33 
 Jumlah 30 100 
 Sumber: Dokumen Penelitian 
Pelaksanaan asas kepastian hukum, ketepatan waktu, keterbukaan  & 
profesionalitas dalam proses perizinan dapat dilihat dalam tabel berikut yang 
menggambarkan bahwa pelaksanaan asas-asas tersebut di Kabupaten Sleman 
masih belum baik. Hal ini dapat dipahami mengingat pada saat penelitian ini 
dilakukan Kabupaten Sleman masih belum melaksanakan pelayanan perizinan 
satu pintu, sehingga proses penyelesaian izin investasi masih berada pada instansi 
sektoral dan seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. 
Mengenai kesesuaian waktu yang diumumkan dengan penyelesaian proses 
perizinan berdasarkan pernyataan pengguna layanan dapat dilihat dalam tabel 
berikut. 
Tabel 4 
Kesesuaian Waktu Yang Diumumkan Dengan Penyelesaian Proses Perizinan 
Di Kabupaten Sleman 
No Kesesuaian Waktu yg Diumumkan 
dalam Pengurusan Izin Investasi 
Jumlah Prosentase 
(%) 
1 Sangat sesuai 2 6,66 
2 Cukup sesuai 9 30 
3 Kurang sesuai 19 63,33 
 Jumlah 30 100 
Sumber: Dokumen Penelitian 
Akibat dari belum diterapkannya pelayanan perizinan satu pintu maka ada 
di antara pengguna layanan perizinan investasi di Kabupaten Sleman yang 
menyatakan bahwa prosedur pengurusan izin investasi di Kabupaten Sleman 
cukup berbelit-belit dan kurang sederhana. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut. 
Tabel 5 
Kesederhanaan Prosedure Pengurusan Izin Investasi  
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Di Kabupaten Sleman 




1 Sangat sederhana 1 3,33 
2 Cukup sederhana   22 73,33 
3 Kurang sederhana (berbelit-belit) 7 23,33 
 Jumlah 30 100 
Sumber: Dokumen Penelitian  
Pelaksanaan asas keterbukaan, asas partisipatif, asas keseimbangan hak & 
kewajiban, terkait juga dengan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan, 
dapat dilihat dalam tabel berikut. 
Tabel 6 
Kemudahan Akses Informasi yang Dibutuhkan Di Kabupaten Sleman 




1 Sangat mudah  untuk dipahami 3 10 
2 Cukup mudah  untuk dipahami  18 60 
3 Kurang mudah untuk dipahami   9 30 
 Jumlah 30 100 
Sumber: Dokumen Penelitian 
Tabel 6 memperlihatkan bahwa masih ada pengguna layanan yang 
menyatakan akses informasi yang dibutuhkan kurang mudah untuk dipahami. Hal 
ini kemungkinan besar terkait dengan belum dilaksanakannya pelayanan satu 
pintu yang mengakibatkan seringkali tidak jelasnya poses penyelesaian izin 
investasi di Kabupaten Sleman. Selain itu kemungkinan juga disebabkan karena 
belum dirumuskannya secara eksplisit dan terinci asas-asas umum pemerintahan 
yang baik dalam produk hukum daerah Kabupaten Sleman. 
2. Implementasi Di Kota Yogyakarta 
Berdasarkan pengamatan implementasi asas-asas umum pemerintahan 
yang baik pada pelaksanaan kebijakan layanan perizinan investasi di Kota 
Yogyakarta sudah cukup baik. Para petugas sudah secara profesional 
melaksanakan tugasnya. Keadaan fisik lingkungan tempat layanan perizinan 
sudah cukup baik dan sudah mengindahkan faktor kenyamanan lingkungan serta 
sudah mengindahkan fasilitas khusus bagi kelompok rentan, tersedia ruangan 
khusus bagi ibu menyusui, tersedia touchscreen antrian yang berjalan cukup baik. 
Hal ini memperilhatkan sudah dilaksanakannya asas profesionalitas, asas 
keamanan dan kenyamanan lingkungan pelayanan, asas fasilitas dan perlakuan 
khusus bagi kelompok rentan, dan asas keadilan. Kenyataan ini juga didukung 
oleh pernyataan pengguna layanan yang dipaparkan pada tabel-tabel berikut. 
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Tabel 7 memperlihatkan pernyataan pengguna layanan yang menyatakan 
bahwa perlakuan petugas dalam melayaninya cukup baik dan sudah 
memperlakukan dengan cukup adil, walaupun masih ada  pengguna yang 
menyatakan petugas bertindak kurang adil dalam melakukan pelayanan dan 
kurang mengindahkan asas kepentingan umum.  
Tabel 7 
Pelaksanaan Asas Kepentingan Umum dan Asas Keadilan  
oleh Petugas Pelayanan Di Kota Yogyakarta 
No Pelaksanaan Asas Kepentingan 
Umum dan Asas Keadilan 
Jumlah Prosentase 
(%) 
1 Sangat mengindahkan   8 26,66 
2 Cukup mengindahkan   20 66,66 
3 Kurang mengindahkan   2 6,66 
 Jumlah 30 100 
         Sumber: Dokumen Penelitian 
 
Tabel 8 memperlihatkan pernyataan pengguna layanan perizinan investasi 
mengenai pelaksanaan asas keterbukaan dari sisi kejelasan prosedur pengurusan 
perizinan, di mana sebagian besar pengguna layanan menyatakan bahwa prosedur 
pengurusan perizinan investasi cukup jelas dan transparan. Namun demikian 
masih ada juga pengguna layanan yang menyatakan bahwa prosedure pengurusan 
perizinan investasi masih kurang jelas dan tranparan.  
Tabel 8 
Pelaksanaan Asas Keterbukaan Di Kota Yogyakarta Dari Sisi Kejelasan  
Prosedur Pengurusan Perizinan Di Kota Yogyakarta 




1 Sangat jelas dan transparan   11 36,66 
2 Cukup jelas dan transparan   16 53,33 
3 Kurang jelas dan trasparan   3 10 
 Jumlah 30 100 
         Sumber: Dokumen Hasil Penelitian 
Adapun pelaksanaan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 
rentan para pengguna layanan sebagian besar menyatakan bahwa asas ini sudah 
diindahkan dalam layanan perizinan di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat 
dalam tabel berikut. 
Tabel 9 
Pelaksanaan Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi  
Kelompok Rentan Di Kota Yogyakarta 
No Pelaksanaan Asas Fasilitas dan Perlakuan 
Khusus Bagi Kelompok Rentan 
Jumlah Prosentase 
(%) 
1 Sangat mengindahkan kelompok rentan  3 10 
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2 Cukup mengindahkan kelompok rentan  26 86,66 
3 Kurang mengindahkan kelompok rentan
  
1 3,33 
 Jumlah 30 100 
Sumber: Dokumen Hasil Penelitian 
Sedangkan pernyataan pengguna layanan mengenai kemudahan akses 
informasi yang dibutuhkan yang merupakan pelaksanaan dari asas keterbukaan, 
asas partisipatif, asas keseimbangan hak & kewajiban dapat dilihat dalam 
tabelberikut. 
Tabel 10 
Kemudahan Akses Informasi yang Dibutuhkan Dalam Layanan 
 Perizinan Di Kota Yogyakarta 




1 Sangat mudah   10 33,33 
2 Cukup mudah   18 60 
3 Kurang mudah   2 6,66 
 Jumlah 30 100 
Sumber: Dokumen Hasil Penelitian 
3. Implementasi Di Kabupaten Kulon Progo 
Kabupaten Kulon Progo, merupakan daerah yang baru berkembang, 
sehingga pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam 
pelaksanaan kebijakan layanan peri belum sebagus Kabupaten Sleman dan kota 
Yogyakarta. Namun demikian terlihat bahwa beberasa asas sudah dilaksanakan 
dengan di lapangan. Mengenai implementasi asas-asas umum pemerintahan yang 
baik dalam layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan 
pernyataan pengguna layanan dipaparkan dalam tabel-tabel berikut ini.  
Tabel 12 memperlihatkan bahwa asas keadilan sudah diimplementasikan. 
Hal ini terlihat dari pernyataan sebagian besar pengguna layanan yang 
menyatakan bahwa petugas dalam melakukan pelayanan sudah 





Keadilan Petugas Dalam Melakukan Pelayanan  
Di Kabupaten Kulon Progo 
No Keadilan Dalam Melakukan Pelayanan Jumlah Prosentase (%) 
1 Sangat adil   7 23,33 
2 Cukup  adil  22 73,33 
15 
 
3 Kurang adil  1 3,33 
 Jumlah 30 100 
Sumber: Dokumen Hasil Penelitian  
Sedangkan tabel 13 memperlihatkan sudah dilaksanakannya asas 
kepentingan  umum dalam layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo. 
Terlihat bahwa sebagian besar pengguna layanan menyatakan para petugas 
pelayanan cukup megindahkan asas kepentingan umum.  
Tabel 13 
Pelaksanaan Asas Kepentingan Umum Oleh Petugas Pelayanan 
Di Kabupaten Kulon Progo 




1 Sangat mengindahkan   8 26,66 
2 Cukup mengindahkan   17 56,66 
3 Kurang mengindahkan   1 3,33 
 Jumlah 30 100 
Sumber: Dokumen Hasil Penelitian 
Tabel 15 memperlihatkan telah dilaksanakannya asas keterbukaan Hal ini 
dapat dikaji dan dianalisis dari pernyataan pengguna layanan tentang tranparansi 
dan kejelasan prosedur perizinan, walaupun berdasarkan hasil observasi maklumat 
pelayanan yang dipasang di instansi layanan perizinan Kabupaten Kulon Progo 
tidak sebaik yang dipasang di di Kantor pelayanan perizinan investasi di Kota 
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dikota Yogyakarta alur pelayanan dipasang 
dengan jelas dalam papan pengumuman, demikian juga di Kabupaten Sleman.  
Tabel 15 
Pelaksanaan Asas Keterbukaan Di Kabupaten Kulon Progo 




1 Sangat jelas dan transparan   9 30 
2 Cukup jelas dan Transparan 20 66,66 
3 Tidak jelas dan tidak transparan 1 3,33 
 Jumlah 30 100 
Sumber: Dokumen Hasil Penelitian 
 
Tabel 16 memperlihatkan pernyataan pengguna layanan perizinan 
Kabupaten Kulon Progo tentang kesederhanaan prosedure pengurusan perizinan.  
 
Tabel 16 
Kesederhanaan Prosedure Perizinan Investasi  
Di Kabupaten Kulon Progo 




1 Sangat sederhana  12 40 
16 
 
2 Cukup sederhana   13 43,33 
3 Kurang sederhana ( cukup berbelit-belit)  5 16,66 
 Jumlah 30 100 
Sumber: Dokumen Hasil Penelitian 
 
Pelaksanaan asas keterbukaan dari sisi tranparansi biaya pengurusan izin 
investasi sudah diumumkan secara transparan, kebanyakan proses pengurusan 
perizinan investasi tidak dipungut biaya, kecuali pengurusan izin-izin tertentu 
seperti IMB namun demikian disinyalir pengurusan administrasi di Kantor Desa 
dan bahkan mulai dari Dusun ada pungutan. Hal ini seperti halnya di Kota 
Yogyakarta bahwa bahwa hampir semua jenis perizinan investasi berdasarkan 
makmumat yang diumumkan pada para pengguna layanan perizinan tidak 
memerlukan biaya karena tidak ditarik retribusi, kecuali jenis perizinan tertentu.  
Sedangkan pelaksanaan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 
rentan berdasarkan hasil pengamatan, terutama akses pintu masuk di kantor 
pelayanan perizinan di Kabupaten Kulon Progo pada saat penelitian dilakukan 
masih kurang mengindahkan kelompok rentan terutama kaum defabel dan ibu 
menyusui karena belum disediakan tempat khusus. Hal ini kemungkinan 
disebabkan karena investasi di Kabupaten Kulon Progo belum berkembang pesat 
seperti di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengguna layanan perizinan 
di Kabupaten Kulon Progo apabila diamati jumlahnya masih sedikit bila 
dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. 
Pengguna layanan perizinan investasi di Kabupaten Kulon Progo, 30% di 
antaranya mengemukakan bahwa pelaksanaan asas fasilitas dan perlakuan khusus 
bagi kelompok rentan masih kurang diindahkan. Ada tiga (3) orang yang 
menyatakan bahwa pelaksanaan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi 
kelompok rentan sangat diindahkan, dan ada delapan (18) belas pengguna layanan 
perizinan investasi yang menyatakan bahwa pelaksanaan asas fasilitas dan 
perlakuan khusus bagi kelompok rentan cukup diindahkan. Hal dapat dilihat 
dalam tabel berikut. 
 
Tabel 17 
Pelaksanaan Asas Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan  
Di Kabupaten Kulon Progo 
No Pelaksanaan Asas Fasilitas dan Perlakuan 
Khusus Bagi Kelompok Rentan 
Jumlah Prosentase 
(%) 
1 Sangat mengindahkan kelompok rentan  3  
17 
 
2 Cukup mengindahkan kelompok rentan  18  
3 Kurang mengindahkan kelompok rentan  9 30 
 Jumlah 30 100 
Sumber: Dokumen Hasil Penelitian 
Tabel 18 memperlihatkan mengenai tanggapan petugas terhadap 
pengaduan dari pengguna layanan yang merupakan pelaksanaan dari asas 
profesionalitas, asas partisipatif, dan asas kepentingan umum dapat dilihat dalam 
tabel berikut. 
Tabel 18 
Tanggapan Petugas Terhadap Pengaduan dari Pengguna Layanan Perizinan 
Investasi Di Kabupaten Kulon Progo 
No Tanggapan Terhadap Pengaduan dari 
Pengguna Layanan Perijinan 
Jumlah Prosentase 
(%) 
1 Sangat ditanggapi dengan baik  7 23,33 
2 Cukup ditanggapi dengan baik  21 70 
3 Kurang ditanggapi dengan baik  2 6,66 
 Jumlah 30 100 
Sumber: Dokumen Hasil Penelitian 
  
Kesimpulan dan Rekomendasi 
a. Simpulan 
Setelah melihat paparan pada bagian-bagian terdahulu, dapat dikemukakan 
simpulan sebagai berikut: 
Pertama,  perumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan 
yang baik dalam kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pada pada 
produk-produk hukum pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, terutama 
di wilayah yang dijadikan sampel penelitian belum semua produk hukum daerah 
yang berbentuk peraturan daerah, surat keputusan bupati/walikota, peraturan 
kebijakan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, 
terutama implementasi dengan cara merumuskan asas-asas tersebut secara ekspisit 
dan terurai. 
Kedua, implementasi AUPB dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan 
publik perizinan di Indonesia terutama di wilayah kajian, beberapa asas sudah 
dilaksanakan dengan baik namun masih asas-asas umum pemerintahan yang 
belum dilaksanakan dengan baik.  
b. Rekomendasi 
1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia 
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Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia termasuk pemerintah 
daerah kabupaten/kota  yang berada di DIY, seyogyanya di dalam menyusun 
produk hukum di daerah utamanya produk hukum yang terkait dengan kebijakan 
pelayanan pubik perizinan investasi mengimplementasikan secara eksplisit AUPB 
di dalamnya serta menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasalnya. 
Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa produk hukum daerah tersebut 
merupakan dasar hukum bagi aparat di daerah dalam melayani warga masyarakat, 
sehingga warga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan tidak dirugikan 
haknya oleh tidakan aparat pemerintah daerah. 
2. Rekomendasi Untuk Masyarakat (Pengguna Layanan Perizinan)  
Seyogyanya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) juga harus 
diindahkan dan dilaksanakan oleh warga masyarakat, termasuk sektor swasta yang 
baru mengurus perizinan investasi. Mengingat keberhasilan pelaksanaan asas-asas 
pemerintahan yang baik oleh aparat pemerintah daerah juga harus didukung oleh 
masyarakat dan sektor swasta. 
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